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ABSTRAK 

 

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan non-formal, salah satunya 

program kesetaraan yang dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 23 

Jakarta Pusat. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan program tersebut 

adalah masih adanya keterbatasan sumber daya serta tantangan dalam komunikasi antara 

pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 

program kesetaraan paket C dengan meninjau aspek komunikasi, sumber daya, disposisi 

pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan teknik pemilihan informan secara purposive. Data diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, 

penyajian, pengkodean, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komunikasi antara pemerintah, pengelola, dan peserta didik sudah berjalan cukup baik 

meskipun penyampaian informasi belum sepenuhnya merata dan tepat waktu. Dari sisi 

sumber daya, masih terdapat kekurangan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik serta 

keterbatasan sarana pendukung pembelajaran. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya 

kepedulian dan komitmen tinggi yang berdampak positif terhadap keberlangsungan 

program. Struktur birokrasi yang sederhana mendukung fleksibilitas pelaksanaan, namun 

masih diperlukan peningkatan kapasitas manajerial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

implementasi kebijakan program kesetaraan paket C di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Negeri 23 Jakarta Pusat berjalan cukup baik meskipun masih terdapat 

kendala pada aspek sumber daya dan manajerial. 

 

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Kejar Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

 
ABSTRACT  

 

Education is provided through formal, informal, and non-formal channels, one of which 

is the equivalency program implemented at the Public Learning Activity Center 23, 

Central Jakarta. Problems that arise in the implementation of this program are still 

limited resources and challenges in communication between related parties. This study 

aims to analyze the implementation of the Package C equivalency program policy by 

reviewing aspects of communication, resources, the disposition of implementers, and 

bureaucratic structure. The study used a descriptive qualitative method with a purposive 
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informant selection technique. Data were obtained through observation, interviews, and 

documentation, then analyzed through the stages of collection, presentation, coding, and 

drawing conclusions. The results show that communication between the government, 

administrators, and students has been running quite well, although the delivery of 

information is not entirely equitable and timely. In terms of resources, there is still a 

shortage of the number and qualifications of teaching staff and limited learning support 

facilities. The disposition of implementers shows a high level of concern and commitment 

that has a positive impact on the sustainability of the program. A simple bureaucratic 

structure supports flexibility in implementation, but still requires improvement in 

managerial capacity. The conclusion of this study is that the implementation of the 

package C equivalency program policy at the Public Learning Activity Center 23, Central 

Jakarta, is running quite well, although there are still obstacles in the resource and 

managerial aspects. 

 

Keywords: Policy implementation, Package C pursuit, Community Learning Activity 

Center 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peran krusial 

dalam kehidupan manusia karena menjadi 

pondasi utama bagi pembangunan 

individu, khususnya dalam membentuk 

pola pikir, sikap kepribadian, kemampuan 

berbahasa, serta kontribusi terhadap 

kehidupan sosial (Oktaviani, 2023). Pada 

hakikatnya, pendidikan merupakan hak 

setiap warga negara Indonesia 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 31. Namun, 

realitas sosial menunjukkan bahwa tidak 

semua warga negara memiliki kesempatan 

menyelesaikan pendidikan formal pada 

jenjang tertentu. Oleh karena itu, 

pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan program pendidikan 

nonformal, salah satunya Program Kejar 

Paket C yang setara dengan jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Program 

ini terkait dengan UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 

menyatakan bahwa jalur pendidikan di 

Indonesia terdiri dari pendidikan formal, 

nonformal, dan informal (Rajaloa, 2023). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 

2024), klasifikasi usia sekolah di Indonesia 

terdiri dari PAUD 0–6 tahun, SD 7–12 

tahun, SMP 13–15 tahun, SMA 16–18 

tahun, dan pendidikan tinggi 19 tahun ke 

atas. Minimnya antusiasme masyarakat 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi menjadi persoalan 

signifikan, dipengaruhi faktor ekonomi, 

budaya, maupun rendahnya minat terhadap 

pendidikan (Utaminingsih, 2021). 

Tingginya jumlah anak putus sekolah juga 

menjadi masalah serius. Data 

Kemendikbud (2024) mencatat 45.950 

siswa putus sekolah di Provinsi DKI 

Jakarta dari jenjang SD hingga SMA, 

kondisi yang berpotensi menghambat daya 

saing bangsa di tengah tuntutan globalisasi 

dan persaingan keterampilan tenaga kerja. 

Hadirnya pendidikan nonformal 

seperti PKBM dengan program kesetaraan 

berperan penting dalam menanggulangi 

angka putus sekolah. Program ini 

dirancang untuk mengurangi jumlah 

peserta didik yang tidak menyelesaikan 
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pendidikan formal, memberikan alternatif 

pendidikan yang fleksibel, serta menjamin 

akses penyelesaian pendidikan yang 

berkualitas (Lidya, 2024). PKBM sebagai 

lembaga berbasis masyarakat 

menyelenggarakan pembelajaran yang 

menyesuaikan kondisi serta kebutuhan 

peserta didik, sehingga dapat menjangkau 

kelompok masyarakat marginal yang 

terhambat faktor ekonomi maupun sosial. 

 

Urgensi implementasi program ini 

semakin tinggi di wilayah urban seperti 

Jakarta Pusat, yang dihadapkan pada 

kesenjangan pendidikan, mobilitas 

penduduk, dan keterbatasan ekonomi. 

PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat, misalnya, 

mencatat jumlah peserta Kejar Paket C 

yang fluktuatif: 107 siswa (2021), 112 

siswa (2022), 111 siswa (2023), 114 siswa 

(2024), dan 103 siswa (2025). Namun, 

pelaksanaannya sering tidak optimal 

karena keterbatasan sumber daya, 

lemahnya komunikasi antar pelaksana, 

rendahnya partisipasi warga belajar, 

hingga birokrasi yang kurang mendukung. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan program tidak cukup ditopang 

oleh regulasi, tetapi sangat ditentukan oleh 

implementasi di lapangan. 

Dalam konteks implementasi 

kebijakan, teori Edward III menawarkan 

kerangka analisis komprehensif dengan 

empat variabel utama: komunikasi, sumber 

daya, disposisi pelaksana, dan struktur 

birokrasi. Pendekatan ini memungkinkan 

penelitian mengungkap bagaimana 

keempat aspek tersebut berinteraksi dalam 

pelaksanaan Program Kejar Paket C. 

Penelitian ini sekaligus mengembangkan 

riset sebelumnya oleh Seputra (2024) 

terkait implementasi Program Paket C di 

SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan faktor 

pendukung internal berupa kompetensi 

sumber daya manusia, faktor eksternal 

berupa regulasi, serta kendala internal dan 

eksternal seperti pengajar yang kurang 

disiplin dan keterlambatan pencairan dana. 

State of the art penelitian ini adalah 

menyoroti konteks perkotaan, berbeda 

dengan penelitian Seputra (2024) yang 

berfokus pada daerah rural, sehingga 

diharapkan memberikan perspektif baru 

mengenai dinamika implementasi program 

di wilayah urban. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

Bagaimana implementasi kebijakan 

Program Kejar Paket C berdasarkan aspek 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi? Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

implementasi kebijakan Program Kejar 

Paket C berdasarkan keempat aspek 

tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi nyata dalam 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

program, sekaligus menjadi masukan 

konstruktif bagi pembuat kebijakan, 

pengelola PKBM, dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Dalam penelitian 

deskriptif, data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar, dan angka-angka, 

sesuai dengan ciri penerapan metode 

kualitatif (Mariam, 2016). Pendekatan ini 

dipilih untuk menggambarkan proses 

implementasi kebijakan Program Kejar 

Paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat 

sekaligus memahami fenomena 

implementasi kebijakan secara mendalam 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika
https://admpublik.fisip.unigal.ac.id/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1


Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 

e-ISSN 2614-2945 Volume 12 Nomor 1, Bulan April Tahun 2025 

Dikirim penulis: 04-03-2025, Diterima: 04-03-2025, Dipublikasikan: 29-04-2025 
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

  

154  

berdasarkan realitas di lapangan. Sebagai 

kerangka analisis, penelitian ini 

menggunakan teori Edward III yang 

mencakup empat variabel utama, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi 

pelaksana, dan struktur birokrasi. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Haven & 

Grootel (2019:232) bahwa riset kualitatif 

sering dipergunakan dalam situasi alamiah 

sebagai sumber informasi, baik melalui 

data lisan, tulisan, maupun rekaman 

perilaku. Lebih lanjut, penelitian deskriptif 

kualitatif kerap dimanfaatkan untuk 

mengeksplorasi pandangan dan 

pengalaman individu terhadap suatu 

fenomena (Fitra, 2024). 

Penelitian ini dilaksanakan di 

PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat pada 

Januari hingga Maret 2025 dengan 

melibatkan beberapa informan yang 

mewakili aktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Informan tersebut 

terdiri dari 1 orang Suku Dinas Pendidikan 

Wilayah I Jakarta Pusat sebagai pengawas 

dan pembina kebijakan, 1 orang Kepala 

PKBM sebagai penanggung jawab 

program, 3 tenaga pendidik sebagai 

pelaksana teknis, dan 3 siswa sebagai 

penerima manfaat. Kriteria pemilihan 

informan ditetapkan berdasarkan perannya 

masing-masing. Suku Dinas Pendidikan 

berperan dalam pengawasan pendidikan 

nonformal dan kesetaraan, Kepala PKBM 

sebagai pengambil kebijakan utama 

memiliki pengalaman minimal 1 tahun, 

tenaga pendidik merupakan pelaksana 

pembelajaran dengan pengalaman minimal 

1 tahun serta pernah mengikuti pelatihan 

program, sementara siswa dipilih dengan 

kriteria aktif minimal 1 semester dan 

bersedia memberikan pandangan terkait 

keberlangsungan program. Dengan kriteria 

tersebut, informan penelitian ini dinilai 

mampu memberikan gambaran 

komprehensif terkait implementasi 

kebijakan di lapangan. 

Dalam pengumpulan data, penelitian 

ini menggunakan teknik purposive 

sampling untuk memastikan informan 

benar-benar relevan dengan fokus 

penelitian (Febriana, 2023). Data yang 

diperoleh terbagi atas data primer dan data 

sekunder. Data primer dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam dengan 

informan, observasi langsung terhadap 

pelaksanaan pembelajaran, serta 

dokumentasi internal PKBM berupa 

agenda kegiatan, catatan rapat, maupun 

laporan program. Data ini dipandang 

penting karena memberikan gambaran 

konkret mengenai implementasi kebijakan. 

Sementara itu, data sekunder berupa 

regulasi, pedoman teknis, SK pelaksanaan, 

Juklak/Juknis, serta literatur atau penelitian 

terdahulu terkait kebijakan pendidikan 

nonformal (Wicaksana, 2024). Dengan 

kombinasi keduanya, penelitian 

memperoleh perspektif ganda, baik dari 

realitas di lapangan maupun dari dasar 

normatif dan teoritis. 

Analisis data dilakukan melalui lima 

tahap yang saling berkesinambungan. 

Tahap pertama adalah reduksi data dengan 

memilih informasi penting dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumen. 

Selanjutnya data disajikan dalam bentuk 

narasi yang terstruktur berdasarkan tema 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi sebagaimana ditekankan 

dalam teori Edward III. Setelah itu 

dilakukan proses koding dan kategorisasi, 

yaitu memberi label pada data untuk 

menemukan pola tertentu. Analisis 

kemudian dilanjutkan dengan 

menghubungkan temuan-temuan tersebut 

ke dalam kerangka Edward III untuk 
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melihat hubungan antar variabel. Tahap 

akhir berupa interpretasi dan penarikan 

kesimpulan yang didasarkan pada temuan 

lapangan sekaligus teori. Dengan langkah-

langkah tersebut, penelitian ini diharapkan 

menghasilkan pemahaman mendalam 

mengenai faktor pendukung maupun 

hambatan implementasi kebijakan. 

Untuk menjamin keabsahan data, 

penelitian ini mengacu pada uji validitas 

dan objektivitas sebagaimana disampaikan 

Yin (2018). Teknik triangulasi digunakan 

dengan membandingkan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi (Fusch, 2018). 

Triangulasi dilakukan baik antar sumber 

maupun antar metode, misalnya dengan 

mencocokkan keterangan dari wawancara 

dengan pengamatan langsung maupun 

dengan dokumen resmi PKBM seperti RPP 

dan laporan kegiatan. Dengan pendekatan 

ini, temuan penelitian diharapkan lebih 

akurat, minim bias, dan benar-benar 

mencerminkan realitas implementasi 

kebijakan Program Kejar Paket C di 

PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Program Paket C 

Program kejar paket C ialah jenis 

pendidikan non-formal yang ditawarkan 

oleh berbagai lembaga pendidikan 

masyarakat, salah satunya Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) di Negeri 23 

Jakarta Pusat. Tujuan Program kejar paket 

C adalah untuk meningkatkan akses 

pendidikan bagi mereka yang tidak dapat 

menyelesaikan pendidikan formal di SMA 

atau SMK. Selain itu, program ini dapat 

membantu mereka yang ingin memperoleh 

ijazah setara SMA untuk meningkatkan 

kesempatan kerja atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Program Kejar Paket C melibatkan 

banyak orang, termasuk dinas pendidikan, 

kepala PKBM, tenaga pendidik, dan siswa 

yang terdaftar. Dinas pendidikan 

bertanggung jawab untuk menyusun 

kebijakan dan mengawasi pelaksanaan 

program, sementara PKBM bertanggung 

jawab untuk mengelola kegiatan belajar 

mengajar secara langsung. Para pendidik 

bertanggung jawab untuk menyediakan 

bahan pelajaran dan membantu siswa 

menyelesaikan program. Sebaliknya, siswa 

program ini berasal dari berbagai latar 

belakang, mulai dari pekerja, ibu rumah 

tangga, hingga remaja putus sekolah yang 

ingin lanjut sekolah.  

Program ini akan berhasil meskipun 

ada banyak faktor yang mempengaruhi 

seberapa efektifnya. Struktur birokrasi 

kelembagaan yang mengatur program, 

komunikasi antara pemangku kepentingan, 

ketersediaan sumber daya, motivasi dan 

komitmen tenaga pendidik dan siswa 

adalah beberapa dari faktor-faktor tersebut. 

Komunikasi yang efektif antara lembaga 

pendidikan dan PKBM memastikan bahwa 

kebijakan dikomunikasikan dengan jelas 

dan tepat sasaran. Selain itu, kualitas 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa 

sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang 

mencukupi dari anggaran, guru, dan 

fasilitas belajar.  

Selain faktor internal yang 

berpengaruh, sistem birokrasi pemerintah 

dan peraturannya juga sangat 

mempengaruhi jalannya program kejar 

paket C. Proses administrasi yang terlalu 

kompleks atau peraturan yang tidak 

fleksibel dapat menghambat pelaksanaan 

program. Oleh karena itu, koordinasi yang 

lebih baik diperlukan antara PKBM dan 

Dinas Pendidikan untuk memastikan 

bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 
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Oleh karena itu, masalah dapat 

diselesaikan dengan solusi yang tepat yang 

mempertimbangkan kebutuhan nyata 

peserta program.  

Terkait implementasi kebijakan 

Program Kejar Paket C melalui pendidikan 

kesetaraan di Satuan Pendidikan Non 

Formal Pusat Kegiatan Belajar Mengajar 

atau PKBM, sebagai sebuah kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka 

keberhasilan implementasi kebijakan 

tersebut akan ditentukan oleh beberapa 

variabel utama menurut teori Edward III, 

dan masing masing variabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. Variabel-

variabel tersebut adalah : komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, dan struktur 

birokrasi sebagai berikut ini. Adapun 

implementasi memiliki kaitan erat dengan 

kualitas pelayanan karena implementasi 

adalah kebijakan atau standar pelayanan 

diwujudkan dalam praktik. Kualitas 

pelayanan merupakan level keunggulan 

dan pengendalian yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan pelaku usaha. 

Kualitas pelayanan tidak ditinjau dari 

sudut pandang pelaku bisnis atau penyedia 

layanan namun ditinjau dari persepsi 

pelaku usaha yang merasakan produk. 

Setiap bisnis yang berjalan pasti memiliki 

tujuan bagaimana pelaku usaha harus 

merasa puas dan nyaman atas pelayanan 

yang diterima. Setiap pelaku bisnis harus 

selalu memperhatikan apa yang diinginkan 

oleh konsumen atau calon konsumennya 

(Rustanto, 2022). 

4.2 Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu 

faktor kunci dalam implementasi kebijakan 

menurut teori Edward III. Dalam konteks 

Program Kejar Paket C di PKBM, 

komunikasi mencakup efektivitas 

penyampaian informasi, prosedur 

komunikasi, dan berbagai kendala yang 

muncul dalam proses pertukaran informasi 

antara pemangku kepentingan. 

a. Efektivitas Komunikasi 

Hasil wawancara menunjukan 

pelaksanaan PKBM secara umum telah 

mendapatkan informasi mengenai 

kebijakan melalui berbagai saluran. 

Beberapa narasumber menyebutkan bahwa 

pihak suku dinas pendidikan sering 

memanggil langsung pengelola PKBM 

untuk pengarahan. Selain itu, ada pula 

media komunikasi seperti grup online yang 

digunakan untuk menyampaikan 

perubahan kebijakan secara cepat dan 

informal. 

Kutipan wawancara : 

“Komunikasi itu ada berbagai cara 

pengurus PKBM langsung dipanggil ke 

Suku Dinas Pendidikan untuk 

pengarahan”. 

“Setiap perubahan kebijakan 

disampaikan melalui Informasi yang 

diterima ada group online dari Suku Dinas 

Pendidikan”. 

b. Prosedur Penyampaian 

Prosedur penyampaian komunikasi 

di PKBM dilakukan melalui berbagai 

metode, seperti sosialisasi tatap muka, 

webinar, hingga media sosial. PKBM juga 

berperan sebagai jembatan yang 

meneruskan informasi dari pemerintah ke 

peserta program. 

Kutipan wawancara : 

“Kami menetapkan prosedur 

sosialisasi melalui tatap muka, media 

sosial dan webinar”. 

“Ada mekanisme formal jalur 

komunikasi dua arah dimana masyarakat 

dan PKBM dapat memberikan masukan 

atau pertanyaan terkait prosedur”. 

Hal ini menunjukan bahwa 

pelaksana sudah memiliki mekanisme 
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komunikasi yang cukup variatif dan 

mengikuti perkembangan teknologi”. 

c. Kendala Komunikasi 

Meskipun telah tersedia berbagai 

saluran dan prosedur, implementasi 

komunikasi tidak sepenuhnya berjalan 

mulus. Beberapa informan mengeluhkan 

adanya miskomunikasi, perbedaan persepsi 

terhadap peraturan, dan koordinasi yang 

kurang antara PKBM dan Dinas 

Pendidikan. Hal ini menyebabkan 

keterlambatan dalam implementasi 

kebijakan dan kebingungan dalam 

penerapan peraturan. 

Kutipan wawancara : 

“Koordinasi antara Dinas 

Pendidikan masih perlu diperbaiki untuk 

mempercepat distribusi informasi”. 

“Terkadang penyampaian 

komunikasi terkendala karena perbedaan 

pemahaman karena kemampuan orang 

menerima komunikasi itu berbeda-beda”. 

Hal ini menunjukan perlunya ada 

perbaikan dalam struktur dan frekuensi 

komunikasi antar lembaga. 

4.3 Sumber Daya 

Sumber daya merupakan salah satu 

faktor penentu dalam efektivitas 

implementasi kebijakan publik menurut 

Edward III. Dalam konteks PKBM Negeri 

23 Jakarta Pusat, sumber daya mencakup 

anggaran, fasilitas, dan tenaga pendidik 

yang kesemuanya memainkan peran 

penting dalam mendukung kelancaran 

Program Kejar Paket C. 

a. Anggaran 

PKBM Negeri menunjukkan 

manajemen anggaran yang relatif baik dan 

transparan, terutama dalam hal 

pembayaran honorarium guru. Hal ini 

mencerminkan tata kelola yang sehat serta 

keterbukaan informasi kepada tenaga 

pendidik. 

Kutipan wawancara : 

“PKBM Negeri 23 memiliki 

anggaran yang cukup dari pemerintah 

adanya dana BOS dan dari APBD”’ 

“Terdiri dari 8 guru yang anggaran 

untuk guru di PKBM Negeri termasuk 

tutor, biasanya berasal dari sumber dana 

yang sama dengan anggaran Pendidikan 

formal, seperti biaya operasional satuan 

pendidikan (BOSP) dan insetis guru non 

ASN”. 

Selain itu, PKBM Negeri 23 juga 

dilaporkan memiliki materi dan fasilitas 

yang cukup memadai, yang 

mengindikasikan bahwa anggaran 

digunakan tidak hanya untuk operasional 

tenaga pendidik, tetapi juga untuk 

mendukung proses pembelajaran. 

Kutipan wawancara : 

“PKBM Negeri 23 memiliki fasilitas 

dan materi yang cukup memadai”. 

b. Fasilitas 

Secara umum, fasilitas di PKBM 

Negeri cukup lengkap dan mendukung 

proses belajar mengajar. Beberapa ruang 

praktik seperti ruang TIK, tata busana, tata 

boga, dan perpustakaan sudah tersedia, 

yang mencerminkan upaya lembaga dalam 

memenuhi standar sarana pendidikan 

nonformal. 

Kutipan wawancara : 

“PKBM memiliki gedung ruang 

kelas yang memadai”. 

“Kami memiliki ruang TIK, ruang 

tata busana, ruang perpustakaan dan ruang 

tata boga”. 

Namun, masih terdapat kekurangan 

dalam fasilitas praktikum khususnya di 

bidang sains, yang bisa menghambat 

pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh. 

 

Kutipan wawancara : 

“Fasilitas seperti ruang praktikum 
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IPA masih belum tersedia”. 

c. Tenaga pendidik 

Dari sisi kualitas SDM, PKBM telah 

melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi 

guru, yang membantu meningkatkan 

kompetensi mengajar. Hal ini penting 

mengingat tenaga pengajar di PKBM 

sering kali berasal dari latar belakang 

pendidikan yang beragam. 

Kutipan wawancara : 

“Menyediakan pelatihan dan 

sertifikasi guru”. 

“Tentu saya rasa cukup baik ya 

karena pelatihan bermanfaat”. 

Namun, dari sisi beban kerja, guru 

masih harus mengajar lintas kelas dan 

lintas bahan ajar, yang berisiko 

mengurangi efektivitas pembelajaran 

karena keterbatasan waktu dan fokus. 

“Guru di PKBM harus mengajar 

lintas kelas dan lintas bahan ajar”. 

4.4 Disposisi 

Dalam teori Edward III, disposisi 

mengacu pada sikap, komitmen, dan 

kesediaan pelaksana kebijakan untuk 

menjalankan kebijakan secara efektif. 

Disposisi ini mencakup komitmen kepala 

lembaga, motivasi tenaga pendidik, dan 

motivasi peserta didik, yang semuanya 

merupakan unsur penting dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan 

pendidikan nonformal seperti Program 

Kejar Paket C. 

a. Komitmen Kepala PKBM 

Kepala PKBM memainkan peran 

penting dalam memastikan program 

berjalan dengan baik. Komitmen ini 

terlihat melalui keterlibatan langsung 

dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi program. Tidak hanya 

menjalankan peran administratif, kepala 

PKBM juga aktif dalam meningkatkan 

mutu program, baik dari sisi fasilitas 

maupun kualitas tenaga pengajar. 

Kutipan wawancara : 

“Kepala PKBM bertanggung jawab 

memastikan visi dan misi program 

berjalan”. 

“Kepala dan pengelola program 

secara aktif terlibat dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program”. 

“Selalu ada upaya peningkatan 

kualitas fasilitas dan tenaga pengajar oleh 

PKBM 

b. Motivasi Guru 

Guru PKBM menunjukkan motivasi 

dan semangat tinggi dalam mengajar, 

meskipun di tengah keterbatasan fasilitas 

dan insentif. Mereka menyadari bahwa 

program ini memberikan manfaat besar 

bagi masyarakat yang tidak dapat 

mengakses pendidikan formal. 

Kutipan wawancara : 

“Guru merasa bahwa program ini 

memberikan manfaat untuk orang banyak”. 

“Selalu memberikan yang terbaik 

untuk siswa PKBM”. 

“Memiliki komitmen memberikan 

ilmu”. 

c. Motivasi Siswa 

Peserta Program Kejar Paket C 

memiliki motivasi yang jelas dan realistis. 

Mayoritas mengikuti program untuk 

mendapatkan ijazah sebagai syarat 

melanjutkan pendidikan atau memasuki 

dunia kerja. Selain itu, beberapa peserta 

juga ingin meningkatkan keterampilan agar 

lebih percaya diri dalam bersaing. 

Kutipan wawancara : 

“Saya ingin mendapatkan ijazah 

agar bisa bekerja atau melanjutkan kuliah”. 

“Mendapatkan ijazah untuk karier”. 

“Mempunyai ijazah untuk 

meningkatkan keterampilan”. 

4.5 Struktur Birokrasi 

Dalam teori Edward III, struktur 
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birokrasi mencakup bagaimana sistem 

organisasi, prosedur, dan aturan 

mendukung atau menghambat pelaksanaan 

kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas 

dan efisien mendukung kelancaran 

implementasi, sedangkan birokrasi yang 

kaku dan tidak responsif dapat menjadi 

penghambat. 

a. Prosedur Administratif 

Beberapa kutipan wawancara 

menunjukkan bahwa PKBM memiliki 

struktur organisasi dan sistem administrasi 

yang jelas, sistematis, dan berjalan efektif. 

Prosedur ini dapat membantu dalam 

menertibkan operasional lembaga, 

mempercepat proses pelaporan, dan 

menjaga akuntabilitas. 

Kutipan wawancara : 

“PKBM memiliki prosedur 

administrasi yang jelas dan sistematis”. 

“Sistem dan struktur PKBM berjalan 

efektif dan efisien”. 

“Menetertibkan dan memberikan 

kelancaran program”. 

Struktur birokrasi yang rapi 

memungkinkan lembaga menjalankan 

kebijakan dengan tertib dan menghindari 

tumpang tindih kewenangan antar bagian. 

b.Hambatan Birokrasi 

Meski struktur internal PKBM 

cukup tertib, masih terdapat hambatan 

birokrasi dari sisi hubungan vertikal antara 

pemerintah pusat dan lembaga pelaksana 

(PKBM). Beberapa regulasi nasional 

dinilai tidak relevan dengan kondisi lokal, 

sehingga menyulitkan pelaksana dalam 

menyesuaikan kebijakan dengan konteks 

lapangan. 

Kutipan wawancara : 

“Beberapa regulasi pusat tidak 

sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal”. 

“Perbedaan kebijakan antara pusat 

dan PKBM”. 

“Kebijakan pusat yang sering 

berubah tanpa kesiapan ditingkat 

pelaksana”. 

Perubahan kebijakan yang 

mendadak dari pusat tanpa ada pelatihan 

atau sosialisasi memadai akan menjadi 

tantangan, terutama dilevel implementasi 

teknis. Hal Ini memperlihatkan kurangnya 

sinkronisasi antara pembuat kebijakan dan 

pelaksana di lapangan. 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Implementasi Program Kejar Paket C di 

PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat 

Implementasi Program Kejar Paket 

C di PKBM didukung oleh komitmen 

kepala lembaga, motivasi pelaksana dan 

peserta, fasilitas dasar yang cukup, serta 

struktur administratif internal yang tertib. 

Namun, terdapat hambatan utama pada 

aspek komunikasi dan birokrasi lintas 

tingkat (pusat-daerah), serta beban kerja 

tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas 

sains. 

4.6 Faktor Pendukung : 

a.Komunikasi 

Efektivitas komunikasi dua arah 

antara PKBM dan dinas pendidikan, 

melalui tatap muka dan grup online. 

Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui 

berbagai media (webinar, grup online, dan 

pertemuan langsung). 

b.Sumber Daya 

Tenaga pendidik tersedia sesuai 

tugas pokok dan fungsi, serta dilengkapi 

dengan pelatihan dan sertifikasi. Fasilitas 

fisik cukup memadai, termasuk ruang 

kelas, ruang TIK, tata busana, 

perpustakaan, dan tata boga. Anggaran 

dikelola secara transparan, khususnya 

untuk honorarium guru. 

 

c.Disposisi 

Komitmen kepala PKBM tinggi, 
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terlibat langsung dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program. Motivasi guru kuat, 

merasa program ini bermanfaat bagi 

masyarakat. Motivasi peserta tinggi, ingin 

mendapatkan ijazah untuk melanjutkan 

kuliah atau meningkatkan karir. 

d.Struktur Birokrasi 

Prosedur administrasi berjalan baik, 

sistematis, dan mendukung kelancaran 

pelaksanaan program. 

4.7 Faktor Penghambat : 

a.Komunikasi 

Miskomunikasi dan perbedaan 

pemahaman antara pelaksana dan dinas. 

Koordinasi dengan dinas lambat, 

menyebabkan keterlambatan dalam 

aplikasi kebijakan. 

b.Sumber Daya 

Guru harus mengajar lintas kelas 

dan bahan ajar, akibat keterbatasan jumlah 

tenaga pendidik. Fasilitas laboratorium 

IPA belum tersedia, membatasi 

pembelajaran praktik sains. 

c.Disposisi 

(Secara umum, disposisi cenderung 

mendukung. Tidak ditemukan hambatan 

serius pada aspek ini dalam data). 

d. Struktur birokrasi 

Kebijakan pusat sering berubah, 

tanpa kesiapan pelaksana. Perbedaan 

regulasi pusat dan kebutuhan lokal, 

menyebabkan kebijakan tidak kontekstual. 

 

D. KESIMPULAN 

Penelitian mengenai implementasi 

kebijakan Program Kejar Paket C di 

PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat 

menunjukkan bahwa keberhasilan program 

dipengaruhi oleh empat aspek utama 

sebagaimana dijelaskan Edward III, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Temuan penelitian ini 

menegaskan bahwa komunikasi yang 

efektif antara pelaksana, pendidik, peserta 

didik, masyarakat, dan pemerintah menjadi 

kunci utama agar program berjalan 

optimal. Keterbatasan sumber daya, baik 

tenaga pendidik, sarana-prasarana, maupun 

dukungan keuangan, terbukti masih 

menjadi hambatan serius. Sikap dan 

komitmen para pihak, khususnya pengajar 

dan pengelola PKBM, berperan penting 

dalam menjaga konsistensi program. 

Sementara itu, dinamika struktur birokrasi 

kebijakan pusat yang kerap berubah tanpa 

kesiapan daerah memperlihatkan bahwa 

aspek regulasi harus lebih adaptif terhadap 

kebutuhan lokal. 

Kebaruan dari penelitian ini 

terletak pada fokus kajian di wilayah 

perkotaan, di mana kompleksitas sosial-

ekonomi, mobilitas penduduk, serta 

kesenjangan pendidikan jauh lebih tinggi 

dibandingkan wilayah pedesaan. Hasil 

penelitian ini memperkaya penerapan teori 

Edward III dalam konteks pendidikan 

nonformal di Indonesia, sekaligus 

memberikan pemahaman baru bahwa 

fleksibilitas kebijakan menjadi prasyarat 

penting agar program kesetaraan dapat 

menjawab kebutuhan nyata masyarakat 

perkotaan. 

Implikasi keilmuan dari penelitian 

ini adalah kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu administrasi publik 

dan kebijakan pendidikan, khususnya 

dalam menegaskan relevansi teori 

implementasi kebijakan Edward III di 

sektor pendidikan nonformal. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor komunikasi 

dan disposisi pelaksana seringkali lebih 

menentukan daripada sekadar keberadaan 

aturan atau sumber daya. Hal ini 

memperluas wawasan akademik bahwa 

studi implementasi kebijakan harus 

mempertimbangkan dimensi sosial dan 
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budaya lokal. 

Dampak praktis dari penelitian ini 

mencakup berbagai aspek. Dari sisi sosial 

dan budaya, Program Kejar Paket C 

berpotensi mengurangi angka putus 

sekolah sekaligus memperkuat kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya pendidikan 

sebagai bagian dari mobilitas sosial. Dari 

sisi ekonomi, keberhasilan program ini 

dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi 

lulusan, yang pada gilirannya berkontribusi 

pada peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Dari sisi politik dan hukum, temuan 

penelitian ini mendorong perlunya 

sinkronisasi regulasi antara kebijakan pusat 

dan kebutuhan lokal agar kebijakan lebih 

responsif dan tidak sekadar seragam di 

seluruh daerah. Sementara itu, dari sisi 

lingkungan kelembagaan, penelitian ini 

memperlihatkan bahwa PKBM sebagai 

lembaga berbasis masyarakat memiliki 

peran strategis dalam menjembatani 

kebijakan negara dengan kebutuhan warga, 

sehingga keberadaannya harus diperkuat 

melalui dukungan regulasi, anggaran, dan 

partisipasi publik. 

Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori implementasi 

kebijakan, tetapi juga menawarkan 

masukan praktis bagi pemerintah, 

pengelola PKBM, dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk meningkatkan 

efektivitas pendidikan nonformal sebagai 

instrumen pemerataan akses pendidikan di 

Indonesia. 
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